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ABSTRAK 
 

 Pernikahan sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dalam 
masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat yang awam 
terhadap hukum, akan tetapi tidak jarang pula dilakukan oleh mereka yang sudah 
memahami hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Di Indonesia nikah 
sirri bisa dikategorikan ke dalam empat faktor, tergantung faktor pemicunya 
antara lain; berbenturan dengan aturan yang berlaku (hukum positif di Indonesia), 
faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor tradisi. Kebanyakan mereka beranggapan 
bahwa praktek nikah sirri diperbolehkan dalam Islam, sehingga mereka merasa 
tidak ada unsur dosa apabila melaksanakannya. Mereka memiliki motivasi yang 
berbeda-beda dalam melaksanakan nikah sirri. Padahal nikah yang mereka 
lakukan ini akan memunculkan beberapa persoalan yang kelak akan merugikan 
anak dan pihak perempuan. Oleh karena itu, bagaimana seorang penegak keadilan 
yaitu hakim menanggapi permasalahan seperti yang dikemukakan di atas. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di 
Pengadilan Agama Yogyakarta, Penelitian ini membahas pandangan hakim-hakim 
Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai nikah sirri. Sumber data yang digali 
dalam penelitian ini antara lain; Al-Qur’ān yang merupakan sumber hukum Islam 
dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkaitan dengan nikah sirri serta hasil wawancara 
dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. buku-buku yang 
relevan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan kepustakaan yang merupakan 
rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekataan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu cara pendekatan 
permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-Undang, 
yurisprudensi, dan aturan-aturan yang lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil 
hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik analisis, 
Penyusun mencoba mengumpulkan data yang terdapat dalam wawancara terhadap 
hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang status hukum nikah 
sirri secara umum, selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha 
menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah 
kesimpulan yang lebih umum.                 
 Hasil analisis bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara 
garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah secara agama namun 
status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum dan 
perlindungan hukum. Karena alasan yang dominan dalam menyikapi pernikahan 
sirri tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974, 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat merugikan kepada pihak istri dan anak 
hasil pernikahan tersebut. Dasar istinbat hukum yang digunakan hakim-hakim 
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mengacu kepada Al-Qur’ān (Ar-rūm [30:21] 
dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengharuskan adanya pencatatan 
dalam  pernikahan agar kesucian perkawinan bisa terlindungi dari upaya-upaya 
negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta agar sebuah lembaga 
perkawinan mempunyai tempat yang tinggi dalam masyarakat Islam.   
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MOTTO 

 

  إن االله يأمركم أن تؤدوا الامنت الى أهلها
   وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

 

 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil.” 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

  ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م

Alīf 
bā’ 
tā’ 
sā’ 
jīm 
hā’ 
khā’ 
dāl 
zāl 
rā’ 
zai 
sin 
syin 
sād 
dād 
tā’ 
zā’ 
‘ain 
gain 
fā’ 
qāf 
kāf 
lām 
mīm 

tidak dilambangkan 
b 
t 
ś 
j 
h 

kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
s  
d 
t 
z  
‘ 
g 
f 
q 
k 
l 
m 

Tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 

ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 

de 
zet (dengan titik di atas) 

er 
zet 
es 

es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
ge 
ef 
qi 
ka 
`el 
`em 
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 ن
 و
  هـ
 ء
 ي

nūn 
wāwū 

hā’ 
hamzah 

yā’ 

n 
w 
h 
’ 
Y 

`en 
w 
ha 

apostrof 
Ye 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 

  متعّد دة
 عدّة

ditulis 

Ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 
C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة
 علة

ditulis 

Ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā آرامة الأولياء

 
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 
 

 Ditulis Zakāh al-fitri زآاة الفطر
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D. Vokal Pendek  
 

___َ 
 فعل
___ِ 
 ذآر
___ُ 
 یذهب

fathah 
 
 

kasrah 
 
 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 
fa’ala 

i 
zukira 

u 
yazhabu 

 
 

E. Vokal Panjang 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Fathah + alif 
 جاهلية
fathah + ya’ mati 
 تنسى
kasrah + ya’ mati 
 آـریم
dammah + wawu mati 
 فروض

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

Ā 
jāhiliyyah 

ai 
tansā 
Ī 

karīm 
Ū 

furūd 

 
 
F. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

 بينكم
fathah + wawu mati 

لقو  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
 
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتم
 أعدت

 لئن شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

La’in syakartum 

 x



H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن
 القياس

ditulis 

ditulis 

al-Qur’an 

Al-Qiyas 

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 السمآء
 الشمس

ditulis 

ditulis 

as-Samā’ 

Asy-Syams 

 
I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 
Ditulis menurut penyusunannya. 

 

 ذوي الفروض
 أهل السنة

ditulis 

ditulis 

żawī al-furūd 

ahl as-sunnah 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak hidup sendiri dan 

selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Manusia cenderung hidup bersama, Hal ini dapat dilihat dari keberadaan 

keluarga sebagai inti dari terbentuknya masyarakat. Terbentuknya keluarga 

dimulai dengan suatu ritual yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. 

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan secara naluriah disamping mempunyai keinginan terhadap anak 

keturunan, harta kekayaan dan sebagainya, juga diciptakan untuk cenderung 

menyukai lawan jenisnya, sebagaimana Allah SWT berfirman: 

زين للناس حب الشهوت من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 

والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا واالله عنده  والفضة

1حسن المآب

Terhadap hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam telah    

menetapkan suatu keputusan, yaitu melalui perkawinan. Jadi, perkawinan 

merupakan lembaga yang memberikan ketentuan sah dan halal dari hubungan 

manusia yang berlainan jenis. 

                                                 
1 Al-‘Imrān (3):14 

1 



 2

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah hubungan 

seksual. Sedangkan menurut arti majazi (methaforic) atau arti hukum ialah 

suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan sexsual sebagai 

suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.2

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua 

belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang 

berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.3  

Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah 

merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan hanya disaksikan oleh 

tuhan, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadaNya. Islam telah 

menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan 

keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. 

Nabi Muhammad saw memandang keluarga sebagai sebuah struktur tertentu 

di dalam masyarakat, beliau memberikan teladan dengan menganjurkan 

pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan serta melestarikan 

tradisi.4     

Nabi Muhammad saw. menganjurkan kepada umat manusia agar 

perkawinan dilakukan dengan sangat legal, setelah syarat dan rukun 

                                                 
2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

hlm. 1 
 
3 Khoiruddin Nasution, Hukum perkawinan I tentang Relasi Suami Istri, cet. ke-1, 

(Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 29 
 
4 Husen Ali Turhamain, Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia 

Emansipasi, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), hlm.60 
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perkawinan telah terpenuhi, dilaksanakan secara terbuka dan menyiapkan 

walimah (pesta) nabi bersabda: 

5 عليه بالدفوف اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih banyak dilakukan 

orang, baik mereka yang melakukan karena faktor tradisi, ekonomi, psikologi, 

perbenturan aturan formil ataupun yang lainnya. Perkawinan sirri memiliki 

arti perkawinan secara diam-diam atau secara rahasia yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat, baik secara agama maupun adat, tetapi tidak sah 

menurut sistem perundang-undangan negara. Perkawinan sirri cenderung 

sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidak legal, sehingga hal itu 

menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, atau keluarganya terbebani 

oleh permasalahan yang akan muncul dikemudian hari seperti kesan negatif 

tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelahiran, dan pembagian 

warisan.6  

Banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga yang melangsungkan 

perkawinan sirri yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab (baik 

suami maupun istri) maupun dijadikan  salah satu alternatif mengantisipasi 

kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena secara psikologi, 

moril dan material tidak siap untuk menikah. Sehingga untuk melalui jalan 

normal dan menempuh prosedural administratif yang berbelit-belit akan 

                                                 
5 Abū ‘Isā Muhammad Ibn Surāh al-jāmi’ as-Sahīh, Sunān Tīrmīzī, (Beirut: Dār al- Fikr, 

1414/1994), II:347, hadist dirawikan oleh ‘Āisyah  
  
6 Mochamad Sodik (edt), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, cet. ke-1, (Yogyakarta: 

Kerjasama PSW IAIN dengan Depag. RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004), hlm. 258-259  
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memakan banyak liku-liku. Akhirnya pemecahannya menempuh jalan 

belakang (back street) dengan menghindari jalur formal (catatan sipil).    

Nikah sirri ini laksana memberi kendaraan atau sebidang tanah yang tidak 

memiliki surat-surat kepemilikan.7       

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menentukan 

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hal ini berarti setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh 

pegawai pencatat perkawinan (PPN) di kantor pencatatan perkawinan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan pencatatan 

perkawinan ini menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP No. 9 

tahun 1975), pada pasal 2 beserta penjelasan diperoleh ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah 

a. Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh 

pegawai pencatat Perkawinan, Talak, dan Rujuk. 

b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil atau 

instansi/pejabat  yang membantunya. 

2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan: 

a. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 

P.P. nomor 9 tahun 1975. 

                                                 
7 Muhammad Saifullah dkk, Solusi Permasalahan Keluarga, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII 

Press, 2005), hlm. 44 
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b. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, 

yang merupakan pelengkap peraturan pemerintah ini.8 

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu 

perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-

benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif.9

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipertegas bahwa, Pencatatan 

perkawinan harus dilaksanakan guna menjamin ketertiban perkawinan.10  

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tanggung jawab 

melindungi hukum setiap warganya baik dalam bidang perdata maupun 

pidana, dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa siapa saja berhak mendapat keadilan, 

kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum melalui Pengadilan Agama 

sebagai mana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa masing-masing 

lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.11  

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman 

guna untuk menegakan keadilan. Dalam tugasnya seorang hakim kadang-

kadang merupakan terompet undang-undang dalam kasus hukum yang telah 
                                                 

8  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:   
Liberty, 1999), hlm. 30 

 
9 Ibid, hlm. 65 
 
10 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat 1 
 
11  C.S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, (KKUK) (Jakarta: Bina      

Aksara, 1986) 
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jelas menentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya, pada saat yang lain 

hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam kasus yang 

hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran yang 

dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk 

menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus 

tersebut.12   

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama atau adat 

akan tetapi tidak sah menurut negara karena tidak memenuhi syarat 

administratif. Oleh karena itu  bagaimana pandangan hakim-hakim Pengadilan 

Agama Yogyakarta  mengenai masalah  perkawinan sirri yang sudah 

mengakar sampai saat ini. Berangkat dari latar berlakang masalah di atas maka 

penulis memberanikan diri untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi. 

 

B. Pokok Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas 

ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini: 

1. Bagaimana pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

mengenai status hukum perkawinan sirri?    

2. Apa dasar Istinbat hukum yang digunakan Hakim-Hakim Pengadilan 

Agama Yogyakarta, alasannya?   

 

                                                 
12  Wildan Suyuti, Etika Profesi Kode Etik Hakim, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan      

Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung, 2001), hlm. 4  
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C. Tujuan dan Kegunaan     

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menjelaskan status hukum perkawinan sirri menurut pandangan 

hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

b. Untuk menggambarkan dasar istinbat hukum yang digunakan oleh 

hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam 

usaha mengembangkan pemikiran tentang hukum yang berkaitan 

dengan masalah perkawinan sirri karena tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum. 

b. Untuk sumbangan pemikiran dalam menjawab problematika yang 

muncul dalam masyarakat. 

 

D. Telaah Pustaka   

Dalam penelusuran yang dilakukan penyusun banyak yang telah 

membahas tentang perkawinan sirri, tetapi belum ada yang membahas 

mengenai pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Kotamadya 

Yogyakarta mengenai perkawinan sirri. 

Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul Tinjauan beberapa pasal 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Islam,mengatakan 

bahwa nikah sirri, yang dipaparkannya dengan istilah “perkawinan di bawah 

tangan” merupakan suatu masalah kecil yang luas obyek yang 
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ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.13 Bahkan Idris 

Ramulyo berpendapat bahwa nikah sirri dapat mempengaruhi bentuk 

masyarakat serta sistem hokum yang berlaku dalam suatu negara. 

Wannimaq Habsul, dalam bukunya yang berjudul Perkawinan 

Terselubung Diantara Berbagai Pandangan, menjelaskan perkawinan sirri 

sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.14  

Miftah Faridl dalam bukunya 150 Masalah Perkawinan dan Keluarga, 

menjelaskan perkawinan sirri secara definitif tanpa adanya pembahasan 

hukum dari perkawinan sirri tersebut.15   

Dalam bahasa lain, Ahmad Rofiq dalam karyanya, Hukum Islam di 

Indonesia, menyadari bahwa nikah sirri memang tetap sah karena standar sah 

dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-

pihak yang melangsungkan perkawinan.16Akan tetapi, dengan pengertian dan 

kesadaran betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah 

perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga, maka 

pencatatan dipandang sebagai hal yang sesuai dengan misi dan tujuan 

perkawinan.17  

                                                 
13  Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal, hlm 15 
 
14 Wannimaq Habsul, Perkawianan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan, 

(Jakarta:     PT Golden Trayon Press, 1994), hlm.22-25 
 
15  Miftah Faridl, 150 Masalah Perkawinan dan Keluaraga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 

hlm. 54-55 
 
16 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),      

hlm 110 
 

 17 Ibid., hlm. 109 
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Adapun literatur yang berkenaan dengan hakim, yaitu pertama: dalam 

buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia karya C.S.T 

Kansil menjelaskan tentang keputusan hakim dan hakim sebagai pembentuk 

hukum.18  

Kedua: dalam buku Etika Profesi dan Kode Etik Hakim menjelaskan 

kedudukan, fungsi, tugas hakim serta menjelaskan etika profesi seorang hakim 

dalam menegakkan keadilan.19      

Sedangkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada 

skripsi yang mengangkat perkawinan sirri, yaitu skripsi yang disusun oleh 

Sugengli yang berjudul “Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 Serta Status Perkawinan Anak Yang Dilahirkan”. walaupun skripsi 

ini membahas perkawinan sirri namun pembahasannya lebih 

ditekankan/difokuskan kepada status anak.20  

Sementara itu dalam karya skripsi dari Makmun yang berjudul 

“Peranan Kantor Urusan Agama dalam Penanganan Perkawinan Sirri (studi 

                                                 
18  C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balai      

Pustaka, 1989), hlm. 65 

 
19  Wildan Suyuti, Etika Profesi Kode Etik Hakim, hlm. 5 

 

 20 Sugengli, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Positif dan Status Waris, Anak 

Nikah sirri”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2001.  
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kasus di KUA Rogo Jampi)” yang ternyata hanya lebih memfokuskan kepada 

peranan KUA saja.21

Oleh karena penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang 

khusus membahas tentang pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta mengenai perkawinan sirri, maka penyusun bertekad untuk 

membahas permasalahan ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang 

ada padanya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori yang dimaksud disini adalah landasan teori yang akan 

dipergunakan penyusun sebagai problem solving tentang pandangan hakim-

hakim Pengadilan Agama Kotamadya Yogyakarta mengenai perkawinan sirri. 

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan makna sebuah 

lembaga perkawinan yang didasarkan cinta dan kasih sayang dengan tujuan 

yang mulia untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Sebagaimana firman Allah swt. 

ا إليها وجعل بينكم مودة زواجا لتسكنوأ ن خلق لكم من أنفسكمومن أياته أ

  22ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk 

memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, 

                                                 
 21 Makmun, “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Perkawinan Sirri (studi 
kasus di KUA Rogo Jambi)”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.  
 

22 Ar-Rūm (30) : (21) 
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melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling 

mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang 

yang mendalam.23 Sebuah perkawinan yang dilandasi mawaddah dan rahmah 

akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh 

kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan 

keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik 

tergantung kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya. 

Akan tetapi tidak terlepas untuk senantiasa berlindung kepada Allah SWT.24   

Sedangkan nikah sirri jelas-jelas telah menghilangkan rasa tenang dan 

tentram diantara keduanya karena terdapat unsur rahasia di dalamnya, oleh 

karena itu, Peristiwa perkawinan sebagaimana peristiwa hukum lainnya tidak 

lepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki 

konsekwensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya.25 Ketiga elemen 

tersebut adalah: 

1. Hukum material (hukum materiil yang merupakan substansi ketentuan 

hukum itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Hukum formal (hukum formil, yang merupakan aturan prosedural dari 

suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan 

                                                 
23 Mohammad Asnawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. ke-1,  

(Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo, 2004), hlm. 19. 
 
24 Ibid.,  hlm. 20. 
 
25 Syahrani Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Pelajar 

2003), hlm. 9    
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pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai instansi yang bertugas dan 

mengawasi serta membantu pernikahan. 

3. Hukum administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administratif 

untuk menguatkan atau sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan 

hukum), dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan ke dalam buku akta 

nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. 

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan di catat menurut 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yang dilaksanakan 

memenuhi ketiga tersebut, dikatakan telah sah dan mempunyai kekuatan 

hukum sesuai dengan kehendak Undang-Undang yang berlaku (hukum 

positif). Sebaliknya, perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi 

ketentuan ketiganya, atau salah satunya, maka akan membawa konsekwensi 

bahwa perkawinan tersebut adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan 

hukum, dan karenanya tidak mendapat perlindungan hukum.                 

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian 

masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat 

pemahaman fiqh yang sentries, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak 

dibicarakan.26

Dalam konteks fiqh (hukum Islam) memiliki arti yang berbeda dengan 

konteks yang dipahami dalam realitas masyarakat. Dengan kata lain, 

                                                 
26  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),      

hlm 118 
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Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan sebagian masyarakat, baik 

secara agama maupun adat yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam agama maupun adat tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan di 

kantor pencatat perkawinan (KUA), sehingga perkawinan itu dianggap sah 

menurut agama maupun adat tetapi tidak sah menurut sistem perundang-

undangan negara Indonesia.27

 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I hukum 

perkawinan Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia perkawinan harus dicatat.28

      Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut 

hukum baru dianggap dan dikatakan sebagai perbuatan hukum (yakni apabila 

memenuhi aturan dari tindakan hukum) sebaliknya suatu tindakan yang 

dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan 

hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum. Karenanya sama 

sekali belum mempunyai akibat diakui dan atau dilindungi hukum. Hal ini 

juga berlaku pada hukum perkawinan di Indonesia yang apabila meninggalkan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku dianggap melanggar hukum.  

Dengan asumsi tersebut, penyusun akan mencoba memecahkan 

beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan sehingga akan 

mendapatkan jawaban yang diharapkan             

 

                                                 
 

27  Muhammad Saifullah, dkk, Solusi Permasalahan Keluarga, hlm. 45. 
 
28  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat 1. 
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F. Metode Penelitian  

Metode adalah ciri utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan 

menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah 

peneliti memperhitungkan kewajaran, ditinjau dari tujuan penelitian serta 

situasi penelitian.29

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini, penelitian lapangan (field research), artinya data 

yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang 

berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pandangan hakim 

pengadilan terhadap nikah sirri. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini 

adalah deskritif- analitik, yaitu dengan memaparkan atau mendeskripsikan 

dan menganalisis pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta mengenai status nikah sirri.30  

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode. 

                                                 
29  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980),  

hlm. 36 
 

30  Kuntjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. Ke-2 (Jakarta: Gramedia, 
1991), hlm. 30 
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a. Wawancara (interview), dalam hal ini penulis mewawancarai hakim-

hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan 

wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan yang 

diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. 

b. Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki 

c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri buku-

buku yang relevan dengan perkawinan sirri. 

 Sumber Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu al-Qur’ān yang merupakan sumber hukum 

Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 yang berkaitan dengan 

nikah sirri serta wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama 

Kota Yogyakarta. 

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan 

penelitian yang dibahas.    

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam hal ini yang dijadikan populasi penelitian adalah hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta yang berjumlah 14 orang. Pengambilan    

sampel digunakan karena penyusun menggunakan wawancara dalam 

pengumpulan data, maka populasinya adalah responden yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Jadi yang 

menjadi populasi adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang 
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berjumlah 14 orang dan diambil sebagian.dalam pengambilan sampel 

penyusun menggunakan (teknik purposife sample), yaitu sampling dengan 

maksud tertentu. Dalam purposive sampling pemilihan sampel bertitik 

tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang 

dipilih benar-benar representatif. Dalam hal ini, sampel diambil 

berdasarkan criteria yang telah dirumuskan peneliti. Adapun criteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hakim-hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta yang penulis asumsikan mempunyai pemikiran dan latar 

belakang pendidikan yang berbeda, sehingga nantinya dapat memberikan 

pandangan yang sesuai dengan kecenderungan mazhab masing-masing.   

5. Pendekatan penelitian 

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan 

berdasarkan pada semua aturan undang-undang yang berlaku di 

Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan 

mengenai perkawinan sirri pada khususnya. 

b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada 

persoalan ditetapkannya sesuatu beerdasarkan pada teks-teks al-

Qu’ran dan al-Hadist, kaidah usul serta pendapat para ulama yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.  

6. Analisis Data 



 17

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, penyusun dalam 

hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu, penyusun berusaha 

mengumpulkan data-data yang terdapat dalam wawancara  terhadap 

hakim-hakim  Pengadilan Agama Kotamadya Yogyakarta mengenai 

perkawinan sirri. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun 

berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus 

menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan dalam skripsi ini 

secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan yang dalam pembahasan 

skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa 

sub bab, yaitu:  

Bab pertama berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk 

mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini 

terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistem pembahasan. 

Bab kedua,  memuat tentang pembahasan perkawinan secara umum 

dan perkawinan sirri secara khusus yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub 

bab pertama berisi tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun 

perkawinan. Sub kedua menjelaskan tentang pengertian perkawinan sirri.  Sub 

ketiga berisi tentang uraian Undang-Undang tentang perkawinan sirri.  
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Bab ketiga, terdiri dari tiga sub bab, yang pertama deskripsi wilayah 

Pengadilan Agama Kotamadya Yogyakarta dan sub bab yang kedua   

diuraikan mengenai pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

mengenai status hukum perkawinan sirri. Sub bab ketiga berisi tentang istinbat 

para hakim serta alasannya. 

Bab keempat adalah analisis. Analisis ini menitik beratkan pada 

pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Kotamadya Yogyakarta 

mengenai status hukum perkawinan sirri dilihat dari yuridis maupun normatif. 

Penyusun juga menyinggung istinbat yang digunakan Hakim-Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta.  

Bab kelima, adalah penutup. Dalam penutup ini penyusun kemukakan 

beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini, sebagai 

jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Disamping 

itu, penyusun juga kemukakan beberapa saran penelitian yang mungkin 

terlewatkan atau belum tercover dalam kajian skripsi ini.  

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PERKAWINAN SIRRI 

 

A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan 

Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha (perkawinan) dan 

zawaja (menghimpun, menghubungkan),1 yang diartikan dalam bahasa 

Indonesia sebagai (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri 

(nikah); (2) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini 

dengan resmi.2 Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok di dalam al-

Qur’ān untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Kata nakaha diartikan 

berhimpun dan kata zawaja adalah pasangan. Dengan demikian, dari sisi 

bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang pada awalnya 

terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling 

membantu (bermitra).3

Nash syara’ dalam hal ini kadang-kadang menggunakan perkataan 

nikah dalam arti perjanjian (akad), dan kadang-kadang menggunakan kata 

dalam arti persetubuhan. Memang perkataan tersebut tidak dapat dipisahkan. 

Adapun kata nikah dalam arti perjanjian sebagaiman dalam firman 

Allah: 

                                                 
1 Atabik Ali. Ahmad Zuhdi Muhdlor, al-‘Asri kamus arab-Indonesia, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1006. 
 
2 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 349 
 
3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, edisi revisi (Yogyakarta: Tazzafa dan 

Academia, 2005), hlm. 17 
 

19 
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   4وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم وامائكم

Adapun kata nikah dalam arti persetubuhan seperti dalam firman 

Allah: 

5غيرهتحل له من بعد حتى تنكح زوجا طلقها فلا  فإن

Sementara itu perkawinan menurut istilah syara’, beberapa ulama 

telah memberikan definisi, menurut Syafi’iyyah perkawina adalah: 

6او معناهما  وطء بلفظ انكاح او تزويج مالكالنكاح بأنه عقد يتضمن

Menurut golongan Hanabilah, perkawinan adalah: 

7لفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاعبالنكاح هو عقد 

Dengan demikian dari istilah yang digunakan al-Qur’ān dan definisi 

dari ulama di atas, mempunyai arti bahwa perkawinan adalah bertemunya 

seseorang dengan pasangannya, seorang laki-laki bertemu dengan seorang 

perempuan  agar saling melengkapi antara keduanya, suami belum lengkap 

tanpa adanya istri, begitu pula sebaliknya, istri belum lengkap tanpa suami. 

Mengawinkan pria dan wanita adalah menghimpun dalam satu wadah 

                                                 
4 An-Nūr (24): 32 
  
5 Al-Baqarah (2): 230 
 
6 Syekh Muhammad syarbini al-Khātib, Mughnīal-Muhtāj Ma’rifatī Ma’anī Alfāz, 

(Mesir: Mustatafā al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1958), III: 123. 
 
7  Abdu ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah, (Mesir: al-

Tijāriyyah al-Qubra, 1996), hlm, 206. 
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perkawinan, sehinga wajar apabila upaya tersebut dilukiskan oleh al-Qur’ān 

dengan menggunakan kata “menikah” yang mempunyai arti kebahasaannya 

seperti dikemukakan di atas adalah “menghimpun”.8

Adapun pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9 Dalam al-Qur’ān: 

  10  ن أ يته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوم

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangannya 

masing-masing agar menjadi tenang. Dari segi sosial nampak dari tujuan 

perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih sayang 

serta menciptakan keturunan yang berperikebadian baik sehingga semakin 

baiklah bangsa dan Negara, karena secara sosiologis, keluarga merupakan unit 

terkecil dari suatu masyarakat.  

Seperti transaksi-transaksi akad muamalah yang membutuhkan adanya 

syarat dan rukun, begitu pula halnya dengan perkawinan. Apalagi perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat ( ايثاقاغليظم ) kedudukan syarat dan rukun 

                                                 
8  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhū’I Atas Berbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206  
 
9  Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan, pasal I 
 
10  Ar-Rūm, (30) : (21) 
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merupakan hal yang sangat besar urgensinya dalam kelangsungan akad 

tersebut. 

Secara umum, perbedaan syarat dan rukun ialah kalau syarat 

merupakan hal yang menyebabkan sah atau tidaknya sesuatu akan tetapi hal 

itu tidak termasuk dalam bagian sesuatu itu. Sedangkan rukun merupakan hal 

yang menyebabkan sah atau tidaknya sesuatu, akan tetapi hal tersebut berada 

dalam sesuatu itu. 

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang syarat dan 

rukun perkawinan ini menurut para fuqaha’ syarat sahnya perkawinan antara 

lain terdiri atas: 1) dipenuhinya semua rukun perkawinan; (2) dipenuhinya 

semua syarat perkawinan; dan (3) tidak melanggar larangan perkawinan 

sebagaimana yang ditentukan syara’.11    

Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-

ijab dan al-qabul, dimana tidak akan ada nikah tanpa ada keduanya.12 Sayyid 

Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-ijab dan 

al-Qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat nikah.13

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang 

berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan calon mempelai dan 

berhubungan dengan kesaksian. Sedangkan menurut Syafi’iyah syarat 

perkawinan adalah menyangkut sighat, wali, calon suami istri, dan juga 

                                                 
11 Al Hamdan, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), 

hlm, 30 
 
12 Abdu ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘alā mazāhib al-Arba’ah, (Dar: al-Fikr tt), 

hlm 12. 
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syuhud. Sedangkan yang disebut rukun perkawinan menurut pendapat mereka 

ada lima (5), yaitu : calon suami istri, wali, dua orang saksi dan sighat. 

Sedangkan menurut Malikiah, rukun nikah itu ada lima (5), yaitu : wali, 

mahar, calon suami istri, sighat.14

Di dalam UUP dan KHI juga kesulitan dalam memposisikan apa yang 

disebut sebagai rukun dan apa yang disebut syarat. A. Rafiq lebih memilih 

judul syarat-syarat perkawinan pada bab V di dalam bukunya, walupun 

dengan mengutip Kholil Rahman, yang pada akhir bahasannya ditujukan 

kepada syarat-syarat yang mengikuti rukun-rukunya.15

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang syarat dan rukun 

perkawinan menurut islam, akan dijelaskan tentang syarat-syarat dan rukun 

perkawinan seperti dikemukakan oleh Khalil Rahman, sebagaimana dikutib 

oleh Ahmad Rofiq : 

1. Calon pria, syarat-syaratnya : 

a. Islam  

b. Laki-laki 

c. Jelas orangnya 

d. Dapat memberikan persetujuan 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan 

 

                                                 
12. As-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,   (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) hlm, 29.  

 
14 Abdu ar-Rahman al-Jaziri,  Kitab al-Fiqh ‘alā mazāhib al-Arba’ah, (Dar: al-Fikr tt),  

hlm, 12-13. 
  
15. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hlm, 71. 
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2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya : 

a. Beragama meskipun Yahudi dan Nasrani 

b. Perempuan  

c. Jelas orangnya 

d. Dapat memberikan persetujuan 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan 

3. Wali nikah syarat-syaratnya : 

a. Laki-laki 

b. Dewasa  

c. Mempunyai hak perwalian 

d. Tidak terdapat halangan perwalian 

4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya : 

a. Minimal dua orang saksi 

b. Hadir dalam majelis 

c. Dapat mengerti maksud akad 

d. Islam  

e. Dewasa  

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya : 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai wanita 

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah, 

tazwij 

d. Antara ijab dan qabul bersambung 
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e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau 

umrah  

g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon 

mempelai pria, atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya 

dan dua orang saksi.16  

Berbeda dengan perspektif fiqh, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat 

hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam bab II 

pasal 6 disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 

dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izi diperoleh 

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

                                                 
16. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998) hlm. 71-72 
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5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan di daerah tempat tingga orang 

yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 

dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini. 

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 

 

B. Pengertian Nikah Sirri 

Kata nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara 

umum telah dipahami dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa 

arab aslinya biasanya digunakan lafadz an-nikah as-sirri. Kata nikah berarti 

perkawinan dan sirri berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu. 

Dengan menggunakan tarkib wasfi atau menggunakan tarkib idofi yang berarti 

nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.17

Adapun secara Etimologis, nikah sirri mempunyai beberapa definisi, 

diantaranya adalah nikah sirri yang didefinisikan  oleh Nurun Najwah 

mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, pernikahan yang dilakukan dua 

mempelai yang tidak dihadiri wali dan dua saksi dengan tidak disebarluaskan 

dalam bentuk (i’lan) maupun walimah al-ursy. Kedua, pernikahan yang 
                                                 

17  Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesi, cet ke-2, (Pustaka: 
Progressif, 2002), hlm. 625 
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dilakukan secara syar’i dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga yang membedakan antara yang 

nikah sirri dan yang bukan adalah akta nikah sebagai bukti adanya suatu 

perkawinan.18    

Menurut Zuhdi Muhdlor yaitu “pernikahan yang dilangsungkan di luar 

sepengetahuan petugas resmi yaitu pegawai pencatat nikah atau kepala urusan 

agama.19 Oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di kantor urusan agama 

sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan 

biasanya orang yang dipercayai untuk menikahkan pasangan atau calon 

mempelai tersebut adalah para ulama dan kiyai yang dipandang mengerti dan 

memahami hukum Islam. 

Menurut Masjfuk Zuhdi ada tiga tipe pengertian dan perkembangan 

nikah sirri di kalangan masyarakat Indonesia,20 Pertama, nikah sirri diartikan 

sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam (telah 

memenuhi rukun dan syaratnya), tetapi masih bersifat intern keluarga, belum 

dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN) dan belum 

diadakan upacara menurut Islam. Kedua, nikah sirri diartikan sebagai nikah 

yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan juga sudah dilangsungkan di 

hadapan pegawai pencatat nikah dan telah pula diberikan salinan akta nikah 
                                                 

18 Mochamad Sodik (edt), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, cet. ke-1 (Yogyakarta: 
Kerjasama PSW IAIN dengan Depag. RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004), hlm. 258 

 
19  M. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) 

Menurut Hukum Islam,UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia. 
Cet. ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995) hlm. 22 

 
20  Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah Di bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut 

Hukum Islam dan hukum Positif”, mimbar hukum No 28 tahun VII, 1996, hlm. 9  
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kepada kedua mempelai namun nikahnya masih dilangsungkan dalam intern 

keluarga belum diadakan resepsi perkawinan. Ketiga, nikah sirri yang 

diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari’at 

Islam, karena terbentur aturan pemerintah No 10/1983 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil. 

Sementara Wasit Aulawi mendefinisikan nikah sirri sebagai 

pernikahan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada 

masyarakat atau pernikahan yang belum dicatat. Ini bisa kedua-duanya, belum 

diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau mungkin hanya salah 

satunya saja, yaitu sudah dicatat tapi belum diadakan resepsi pernikahan.21

Sedangkan Wannimaq Habsul menganggap nikah sirri sebagai 

pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut 

agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.22 

Walaupun definisi Habsul ini kurang begitu bisa diterima, sebab ia 

menyatakan pelaksanaan nikah dengan adanya kepura-puraan, akan tetapi hal 

yang demikian ini dianggap benar, karena salah satu alasan dilangsungkannya 

nikah sirri adalah untuk melegalkan hubungan suami istri (jauh dari dosa) 

realita adanya nikah sirri lebih banyak menyisakan pengingkaran suami 

terhadap isterinya. 

Dedi Supriyadi  mengatakan bahwa nikah sirri adalah perkawinan yang 

sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang 

                                                 
21  Ibid., hlm. 21 
 
22 Wannimaq Habsul, Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan, (Jakarta: 

Gema Insani, 1999), hlm. 27 
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disembunyikan biasanya mengandung atau menyimpan masalah, baik pada 

diri orang yang melangsungkan perkawinan atau mungkin pula ada ketentuan 

yang tidak mereka penuhi dan perkawinan sirri mengandung banyak kerugian 

bagi kedua belah pihak dalam bermasyarakat maupun bernegara.23

Berbeda di atas Mahmud Syaltut mendefinisikan nikah sirri dengan 

ungkapan sebagai berikut: 

وا في قديم من الزواج افترضه الفقهاء وبينوا معناه او تكلماما الزواج السري فهو نوع 

شهودو دون حكمه وقد اجمعوا على ان منه العقد ان يتولاه الطرفان دون ان يحضره 

في ظله مكتوما لا يعرفه احد ان يعلن ودون ان يكتب في وثيقة وسمية ويعيش الزوجان 

    24.من الناس سواهما

Persamaan yang ada pada definisi tersebut dengan definisi yang 

sebelumnya adalah catatan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Secara mudah hal ini memberikan pemahaman pada bahwa hal itu jelas 

bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pada hal 

syari’at Islam dengan segala elastisitasnya selalu menerima upaya menuju 

kemaslahatan manusia. 

                                                 
23 Wawancara dengan hakim PA. Yogyakarta, Dedi Supriyadi, tanggal 20 juni 2008.    
 
24 Mahmud Syaltut, al-Fatawa;  Dirasat al-Musykilat al-Muallim al-Ma’asir fi Hayati al- 

Yaumiyyah wa al-‘ammah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm, 126 
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Perbedaannya adalah kalau nikah sirri yang berkembang di kalangan 

warga Indonesia adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun 

nikah dalam aturan agama, hanya permasalahannya pernikahan itu belum 

dicatatkan dalam catatan resmi Negara, akan tetapi menurut Syaltut 

pernikahan sirri adalah pernikahan yang belum dipersaksikan, belum 

dipublikasiakan dan belum dicatatkan dalam catatan resmi.  

Dari uraian di atas bahwa nikah yang sah adalah nikah yang terpenuhi 

syarat, rukun perkawinan dan dicatatkan pada petugas pencatat nikah yang 

berwenang (PPN), agar ketertiban perkawinan dapat terwujud. Sedangkan 

perkawinan sirri yang dimaksudkan oleh penyusun adalah nikah yang sah 

menurut agama yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan namun  tidak 

dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.  

 

C. Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan 

Indonesia 

Lahirnya sebuah undang-undang atau aturan hukum pasti dilatar 

belakangi oleh suatu permasalahan yang sangat penting. Terkait masalah 

perkawinan sirri pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menyangkut 

tentang pencatatan perkawinan dengan tujuan mencegah segala bentuk 

penyelewengan dalam perkawinan, dan salah satunya adalah perkawinan sirri. 

Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan 

bahwa: 
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“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku” 25: 

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam 

undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 hanya diatur dalam satu ayat 

namun sebenarnya masalah pencatatan perkawinan ini sangat dominan karena 

menyangkut kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.   

Di pertegas lagi, dalam Kompilasi Hukum Islam pada: 

Pasal 5 ayat (1), (2) yang berbunyi:  

(1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat”.  

(2) “ pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 
1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954.26  
 

Pasal 6 ayat (1), (2) yang berbunyi: 

(1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat 
nikah”. 

(2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum”.  

 
Pasal 7 ayat 1 

 “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 
 pegawai pencatat nikah” 
 

Dari ketentuan yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; perkawinan  

dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilaksanakan menurut 

hukum agamanya dan dicatatkan kepada pejabat resmi pemerintah. Inilah 

                                                 
25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 

  
26 Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 ayat (1), (2).  
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bentuk kepedulian pemerintah atas persoalan perkawinan, namun yang menjadi 

kendala adalah masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pencatatan 

perkawinan sebagai bukti otentik bahwa perkawinan tersebut bener-benar 

terjadi atau penyalahgunaan sebuah aturan hukum yang selalu membawa 

dampak negatif bagi masyarakat itu.    



BAB III 

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 

TENTANG NIKAH SIRRI  

 

A. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta 

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Yogyakarta  

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan 

Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1974. 

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Yogyakarta  

Pada masa sebelum penjajahan sejak tahun 1830 pengadilan agama 

ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan kolonial yaitu “Landrad” 

oleh Gubermen Belanda.1 Disini pengadilan agama tidak berwenang untuk 

menyita barang atau uang, pengadilan agama adalah satu-satunya bagi 

orang Jawa dalam bidang hukum perorangan. Pemerintah Belanda tidak 

mau mencampuri organisasi pengadilan agama di Jawa dan Sunda.  

Pada tahun 1882 saat dimulainya keterlibatan dan campur tangan 

rezim kolonial terhadap Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Stb. 

1882 No. 152 sebagai landasan yang mengatur tentang wewenang dan 

sistem peradilan agama di Jawa dan Madura dengan nama “Priesterraad”, 

selanjutnya pada tahun 1937 diubah dengan Stb. 116 No. 610 untuk 

peradilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya pada tahun 1922 pihak 

                                                 
1 Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tahun 2003  hal. 15   
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 Gubermen membentuk komisi guna meninjau masalah penggunaan nama 

“priesterraad” diganti menjadi “Penghoeloegerecht” (majelis pengadilan 

peghulu) terdiri dari penghulu sebagai hakim dibantu sebanyak-banyaknya 

2 orang penasehat dan 1 orang panitera. 

Masa kemerdekaan, pada tahun 1946 Presiden Republik Indonesia 

telah menetapkan undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan 

nikah, talak dan rujuk menggantikan ordonansi NTR dahulu. Dahulu 

diselengarakan oleh penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan 

setempat dan sidang-sidangnya biasanya berlangsung di serambi masjid, 

sehingga sering disebut pengadilan “Serambi”. Dengan meningkatnya 

tugas-tugas bidang kepenghuluan dan pencatatan NTR maka atas resolusi 

komperensi jawatan agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 12-16 

November 1947 yang menetapkan formasi yang terpisah dari penghulu 

kabupaten.  

Jadi, terjadi pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten 

sebagai kepala pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni 

ketua pengadilan agama sebagai Qadli dan hakim syar’i. demikian pula 

pengadilan agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, berkantor di 

pengulon sebelah utara masjid besar Yogyakarta. Pengadilan agama ini 

melanjutkan pengadilan serambi milik kesultanan Yogyakarta.2

 

 

 

                                                 
2 Ibid., hlm. 16 



 
 

35

 Masa berlakunya UU. No. 7/1989 

Peradilan Agama Yogyakarta adalah salah satu dari empat 

lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam 

menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang 

nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 

setelah berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka 

peradilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara 

tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu yaitu mereka yang 

beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, 

hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh 

undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan 

agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan 

kemadiran peradil;an agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, 

sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya 

sendiri.3

3. Keterangan Gedung: 

Gedung wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di 

jalan Sukonandi No 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil 

Dep. Agama Propinsi D.I.Y. dibangun pada tahun 1976 dengan luas 

bangunan 150 M2. 

                                                 
3 Ibid.,  hlm. 17 



 
 

36

Pada tahun 1982 dilaksanakan rehabilitas/perluasan seluas 100 M2 

berdasarkan DIP nomor 75/XXV/3/1982 tanggal 15 maret 1982, sehingga 

luas tanah seluruhnya 500 M2 dan luas bangunan 25 M2. 

Pada tahun  1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta 

melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama 

(Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta) yang terletak di jalan wijilan nomor 14 yogyakarta, dengan 

berita acara pada tanggal 23 agustus 1996 dibangun diatas tanah seluas 

1200 M2 dengan luas bangunan 630 M2. 

Pada tahun 1999 dilaksanakan rehabilitas/perawatan gedung 

berdasarkan DIP Nomor 040/XXV/4/--/1999 tanggal 1 April 

4. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta  

a. Lokasi dan luas wilayah pengadilan agama Yogyakarta:  

1. Secara astronomi kota Yogyakarta terletak antara: 

 110” Bujur Timur 

 7” 48” Lintang Selatan  

2. Secara geografis (laut, selat, samudra sungai) atau secara 

administratif (kewilayahan: kota Yogyakarta berbatasan sebagai 

berikut: 

a. Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo 

b. Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman  

c. Sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Bantul 

d. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul 
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3. Kota Yogyakarta meliputi areal seluas 32.500 M2  

b. Pembagian Daerah 

1. Administrasi pemerintah kota Yogyakarta terdiri dari:  

14 Wilayah kecamatan dan 45 kelurahan 

2. Desa dan kelurahan 

Secara keseluruhan diwilayah kota Yogyakarta terdapat 45 desa 

dan 45 kelurahan. 

3. Tanah 

Berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah kecamatan di 

seluruh kota Yogyakarta dengan menggunakan 1:10, secara 

keseluruhan jenis penggunaan tanah berikut masing-masing 

sebagai berikut: 

 Kampong/perumahan  = 2.689,62 ha 

 Sawah    = 178,55 ha 

 Tegalan/ladang   = 4,25 ha4 

 

B. Status Hukum Perkawinan Sirri Menurut Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta 

Nikah sirri di Indonesia telah dikenal lama, akan tetapi banyak di 

antara masyarakat yang kurang memahami akibat yang bisa ditimbulkan 

karenanya. Nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum, apabila di kemudian 

hari terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga dalam hal 

                                                 
4 Ibid., hlm. 23-25. 
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ini istri dan anak dapat dirugikan. Oleh karena itu sebaiknya nikah sirri jangan 

dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak dalam keluarga. 

Dari hasil interview yang penyusun lakukan kepada informan (pemberi 

informasi/keterangan), yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 

penyusun telah mendapatkan data yang berupa pandangan hakim-hakim 

mengenai status hukum nikah sirri. Bahwa dari hakim-hakim Pengadilan 

Agama Yogyakarta yang diwawancari oleh penyusun, mengatakan bahwa 

status nikah sirri adalah sah hukumnya secara agama apabila telah memenuhi 

syarat dan rukun perkawinan (adanya dua calon mempelai, saksi, wali, mahar 

dan ijab qobul). Sedangkan menurut hukum positif bahwa perkawinan tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum dan perlindungan hukum. 

Karena, perkawinan pada masa sekarang ini harus mempunyai bukti otentik 

yang berupa akte nikah untuk menguatkan status perkawinannya tersebut. 

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak didaftarkan kepada 

pejabat yang berwenang.5  

Hal senada juga ditegaskan oleh hakim Wahyudi, beliau mengatakan 

bahwa pernikahan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai 

pencatat nikah yang berwenang.6  

Sedangkan menurut hakim A. Zuhdi Muhdlor,7 mengatakan bahwa 

nikah sirri termasuk perkawinan yang tidak baik karena tidak sesuai dengan 

                                                 
5 Wawancara dengan bapak Jeje, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tanggal 27 Mei 2008.   
 
6 Wawancara dengan bapak Wahyudi, selaku Hakim Pengadilan Agama kota Yogyakarta, 

tanggal 21 Juni 2008.  
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pasal 2 (ayat 1 dan ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang berbunyi;  

 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya”.  

 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”.  

Kedua ayat dalam pasal tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. 

Namun demikian, dari pandangan yang paling lunak, perkawinan sirri 

dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum prosedural dan hukum 

administratif tetapi tidak melanggar hukum substansial (hukum materiil) 

perkawinan.  

Dipertegas lagi oleh hakim Wan Ahmad,8 beliau mengatakan bahwa 

pernikahan sirri adalah suatu perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya dan 

tidak menjamin hak dan kewajiban sebagai suami istri 

Sedangkan menurut hakim Dedi Supriyadi,9 beliau mengatakan bahwa 

perkawinan sirri adalah perkawinan yang sengaja disembunyikan supaya tidak 

diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang disembunyikan biasanya mengandung 

atau menyimpan masalah, baik pada diri orang yang melangsungkan 

                                                                                                                                      
7 Wawancara dengan bapak A. Zuhdi Mudlor, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2008. 
 
8 Wawancara dengan bapak Wan Ahmad, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2008.  
 
9 Wawancara dengan bapak Dedy Supriyadi, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2008.     
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perkawinan tersebut atau mungkin pula ada ketentuan yang tidak mereka 

penuhi dan perkawinan sirri mengandung banyak kerugian bagi kedua belah 

pihak dalam bermasyarakat maupun bernegara.  

Terkait dengan masalah status hukum pernikahan sirri bahwa nikah 

tersebut sah secara agama dengan catatan pernikahan tersebut sesuai dengan 

syarat dan rukun nikah (adanya dua calon mempelai, adanya saksi, wali, 

mahar dan ijab qabul). Akan tetapi, tidak sah apabila tidak sesuai dengan 

syarat dan rukun nikah yang telah disebutkan di atas. Sedangkan, secara 

hukum positif bahwa pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

dan tidak diakui oleh negara karena tidak didaftarkan dalam pejabat yang 

berwenang.10 Oleh karena itu, pencatatan nikah dalam masa sekarang ini 

sangat penting dan diwajibkan untuk membuktikan bahwa kedua pasangan 

tersebut adalah suami dan istri. Dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi pihak 

yang berelasi (suami dan istri) agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan  

maka dengan itu nikah sirri menurut beliau dianggap tidak sah dimata hukum 

positif, karena tidak mempunyai bukti otentik yang berupa akte nikah. 

Hal senada juga dikemukakan oleh hakim Wahyudi mengenai status, 

perkawinan sirri, beliau membagi nikah sirri menjadi dua bagian:  

1) Pernikahan sirri yang memenuhi syarat dan rukun nikah  

2) Pernikahan sirri yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu tidak 

adanya saksi dalam perkawinan tersebut.  

                                                 
10 Wawancara dengan  bapak Jeje, Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tgl 27 Mei 2008  
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Sedangkan mengenai hukum nikah sirri beliau mengatakan bahwa 

secara agama nikah sirri dikatakan sah apabila nikah tersebut memenuhi 

segala aturan-aturan yang ada yaitu sesuai dengan syarat dan rukun nikah, 

akan tetapi nikah tersebut tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun 

nikah (tidak ada saksi, tidak ada wali dan sebagainya). Beliau mengatakan 

bahwa terkait dengan masalah haram, karena ada yang menjadi korban. 

Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi yang menjadi dosa karena ada orang 

yang diterlantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau 

anak. Menurut hukum positif nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan 

akibat hukum, karena perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, 

yang berupa akte nikah.11  

Dipertegas lagi oleh A. Zuhdi Muhdlor, bahwa hukum nikah sirri 

dalam pandangan hukum Islam; di kalangan ulama sendiri terdapat pro dan 

kontra. Sebagian memperbolehkan, sebagian tidak memperbolehkan. Bagi 

yang memperbolehkan berpendapat bahwa bahwa pencatatan perkawinan 

tidak termasuk syarat rukun nikah, mereka beralasan bahwa  tidak perlu 

dipertentangkan antara syarat-syarat perkawinan menurut agama dan negara, 

karena negara (ulil amri) mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi 

bagi warga negara demi menciptakan ketertiban dan kemaslahatan warga. 

Sementara umat Islam juga diperintahkan untuk mentaati perintah negara (ulil 

amri) sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

                                                 
11 Wawancara dengan bapak Wahyudi, selaku Hakim Pengadilan Agama kota 

Yogyakarta, tanggal 21 Juni 2008.  
 
 



 
 

42

    12لأمرمنكمأطيعوااالله واطعيواالرسول وأولي انوايأ يهاالذين أم

Dalam pandangan hukum positif jelas tidak dibenarkan dan karenanya 

nikah sirri tidak dipandang sebagai perbuatan hukum. Maka nikah sirri tidak 

tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai akibat hukum dan tidak 

mempunyai perlindungan hukum. Jika pasangan nikah sirri akan melakukan 

perceraian maka tidak ada institusi negara yang dapat melayaninya. Anak 

nikah sirri tidak memiliki hubungan dengan ayahnya (ia sebatas merupakan 

anak biologis dan bukan anak yuridis). Memang ada yurisprudensi Mahkamah 

Agung yang mengakui perkawinan sirri sebagai perkawinan yang sah namun 

yurisprudensi tersebut tidak banyak diikuti.13  

Hal senada juga dijelaskan Wan Ahmad bahwa status nikah sirri secara 

agama adalah sah apabila pernikahan tersebut sesuai dengan syarat dan rukun 

nikah (adanya dua calon pasangan yang akan menikah, adanya saksi, adanya 

wali dan ijab qobul) sedangkan menurut hukum positif bahwa nikah sirri tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan  

akte nikah dan karena berdampak bagi seseorang yang berelasi. Oleh karena 

itu, aturan pernikahan bagi warga negara Indonesia harus mengacu terhadap 

                                                 
12  An-Nisā’ (4): (59) 
 
13  Wawancara dengan bapak A. Zuhdi Mudlor, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2008. 
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Undang-Undang Perkawina Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi dasar hukum 

negara Indonesia.14

Begitupula menurut Dedi Supriyadi nikah sirri walaupun sah secara 

agama karena terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, secara hukum 

positif jelas-jelas tidak sah karena ada penyalahgunaan/penyelewengan dalam 

perkawinan salah satunya agar tidak diketahui oleh orang lain, dan ketidak 

taatan kepada ulil amri (pernikahannya tidak sesuai aturan pemerintah yaitu 

tidak memenuhi syarat administratif yang bertujuan menertibkan perkawinan 

dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab). Sedangkan status perkawinan 

sirri adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena nikah sirri tidak 

dianggap sebagai perbuatan hukum. Sebab pernikahan tersebut tidak 

mempunyai bukti otentik/bukti perjanjian perkawinan yang dibuktikan dengan 

akta nikah.15  

Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri menurut hakim-hakim 

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta antara lain; Rata-rata mereka yang 

terbentur oleh aturan-aturan formil dan prosedur administrasi yang berbelit-

belit. Contohnya: faktor usia, yakni tidak terpenuhinya pasal 7 Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 16 tahun” (batasan usia), terkait dengan aturan kantor, 

keinginan menikah lagi (Poligami), ekonomi lemah dan lain-lain. Sehingga, 

                                                 
14 Wawancara dengan bapak Wan Ahmad, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2008. 
 
15  Wawancara dengan bapak Dedy Supriyadi, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 26 Juni 2008. 
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kedua calon pasangan tersebut melakukan pernikahan sirri atau dikenal 

dengan nikah bawah tangan.16

Hal senada juga dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab nikah sirri 

ini antara lain sebagai berikut:  

1. Faktor biaya (orang-orang yang hidup berkelompok di satu tempat 

terlarang yang tidak diakui keberadaannya misalnya; dipinggiran sungai, 

kolong jembatan, orang-orang jalanan dll).  

2. Penghalang keluarga (tidak direstuinya hubungan antara calon pengantin 

dengan kedua orang tua)  

3. Kadang-kadang hamil pra nikah.17  

Dipertegas lagi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya 

perkawinan sirri antara lain:  

 Untuk menghindari terjadinya perzinaan. 

 Untuk mengikat calon suami atau istri  

 Untuk menghindari prosedur pernikahan yang dianggap merepotkan  

 Untuk menghindari akibat hukum dari perkawinan.18 

Menurut Wan Ahmad bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya 

perkawinan sirri antara lain;19

                                                 
16 Wawancara dengan  bapak Jeje, Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tgl 27 Mei 2008.  
 
17 Wawancara dengan  Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 21 

Juni 2008. 
 
18 Wawancara dengan bapak A. Zuhdi Mudlor, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2008. 
 
19 Wawancara dengan bapak Wan Ahmad, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2008. 
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 Kesadaran hukum yang masih rendah yang mengakibatkan adanya 

perkawinan tersebut 

 Adanya keyakinan bahwa perkawinan sirri menurut agama adalah sah 

 Adanya unsur-unsur keterpaksaan untuk melakukan perkawinan sirri (jalan 

pintas) 

 Tidak mengetahui dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan 

sirri  

Begitupula menurut Dedi Supriyadi, beliau menambahkan bahwa 

faktor penyebab adanya perkawinan sirri antara lain:20   

 Ketidaktahuan (orang-orang yang tidak mengetahui hakekat perkawinan 

yang  begitu suci/kokoh melebihi ikatan-ikatan yang  lain)  

 Adat istiadat setempat (sebagai tradisi yang dilakukan turun menurun, 

mereka menganggap nikah sirri sesuatu hal yang lumrah)  

 Terhalang oleh aturan formil (ingin menikah lagi dengan istri kedua,tiga 

ataupun keempat) 

 Keadaan emergensi    

Sedangkan dampak yang timbul akibat perkawinan sirri menurut 

hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta antara lain:  

Dampak yang timbul akibat dari perkawinan sirri tersebut antara lain: 

Nasab menimbulkan pertanyaan, pembagian waris tidak jelas, tidak tertib 

kependudukan.21  

                                                                                                                                      
 
20 Wawancara dengan bapak Dedy Supriyadi, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 26 Juni 2008. 
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Hal senada juga dijelaskan bahwa dampak dari perkawinan sirri antara 

lain:  

 Mereka yang melakukan nikah sirri tidak mendapatkan jaminan kepastian 

hukum. 

 Pembagian warisan yang tidak jelas 

 Riskan terhadap perbuatan negatif  (istri mudah ditinggalkan oleh suami) 

 Status anak hasil nikah tersebut tidak jelas (bisa dikatakan anak haram)22 

Sedangkan menurut A. Zuhdi Muhdlor, beliau membagi dampak 

perkawinan sirri menjadi dua bagian: 23

 Segi positif: antara calon yang diinginkan masing-masing telah dapat 

diikat sejak dini agar tidak berubah pandangan, dan pasangan ini telah 

berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama (kalau motifnya 

begitu). 

Dampak negatif lebih banyak dari segi positifnya antara lain: 

 Perkawinan tersebut tidak memiliki bukti (akta) hukum sebagaimana 

dituntut oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Jika terjadi perceraian tidak ada instansi yang dapat melayani (karena 

nikahnya sirri, maka perceraiannyapun sirri pula, lalu siapa yang 

menceraikan secara sirri…….?) 

                                                                                                                                      
21 Wawancara dengan  bapak Jeje, Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tgl 27 Mei 2008.  
 
 

 22 Wawancara dengan  Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 21 
Juni 2008 
 

23 Wawancara dengan bapak A. Zuhdi Mudlor, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 
Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2008. 
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 Karena tidak ada bukti (akta nikah), maka akta kelahiran untuk anak hanya 

ditulis bin. Binti ibunya (tidak dinisbatkan dengan ayahnya). Ini akan 

membawa kesan bahwa anak tersebut merupakan anak zina. 

 Jika sang ayah biologis meninggal, anak dari pernikahan tersebut tidak 

bisa menuntut hak waris dari ayahnya. 

 Jika anak dari perkawinan sirri tersebut perempuan maka ketika akan 

menikah, ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya. 

Hal senada juga dijelaskan bahwa dampak perkawinan sirri antara lain; 

 Tidak ada jaminan hukum bagi suami atau istri yang melangsungkan 

perkawian sirri tersebut 

 Hak-hak istri yang banyak terabaikan 

 Pembagian harta gono-gini menjadi tidak jelas 

 Pembagian waris yang tidak jelas baik bagi anak maupun istri 

 Status anak menjadi tidak jelas24    

Menambahkan keterangan di atas bahwa dampaknya perkawinan sirri 

antara lain:  

 Dikucilkan oleh masyarakat setempat. 

 Adanya rasa minder bagi orang yang melaksankan perkawinan sirri 

tersebut. 

 Pembagian warisan yang tidak jelas  

 Status anak tidak jelas dan bisa dikatakan bahwa anak tersebut anak 

haram. 
                                                 

24 Wawancara dengan  Wan Ahmad, Hakim Pengadilan Agama  Kota Yogyakarta, 
tanggal 25 Juni 2008. 
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 Hak-hak istri terabaikan (nafkah, harta gono-gini dll)25   

Dari kelima pendapat di atas mereka sepakat bahwa hukum nikah sirri 

sah menurut hukum agama apabila pernikahan tersebut memenuhi syarat dan 

rukun nikah. Akan tetapi tidak mempunyai status hukum dalam membuktikan 

pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai bukti otentik (akta nikah) yang 

jelas.  

 

C. Istinbat Hukum Serta Alasannya 

Dasar hukum yang digunakan hakim-hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta mengenai status nikah sirri terdapat dua pendapat yang berbeda 

antara lain; Pertama dasar hukum yang digunakan mengacu terhadap Al-

Qur’ān dan Hadis nabi. Kedua dasar hukum yang digunakan mengacu 

terhadap Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut pendapat hakim Jeje, bahwa dasar istinbat yang digunakan 

adalah Qiyās, terhadap firman Allah yang berbunyi: 

  26 فاكتبوهمى أجل مس إلىين أمنوا إذا تدا ينتم بد ين يها الذ يأ

Akad jual-beli (bermuamalah) apabila tidak secara tunai dalam jangka 

waktu yang ditentukan, hendaknya menuliskannya atau mencatatkan. 

Transaksi pernikahan ini melebihi transaksi-transaksi yang lain, pernikahan ini 

                                                 
25 Wawancara dengan bapak Dedy Supriyadi, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta, tanggal 26 Juni 2008. 
 
 
26 Al-Baqarāh (2) : (282) 
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tidak hanya berhubangan dengan manusia, akan tetapi berhubungan juga 

dengan tuhannya. Karena kesucian sebuah ikatan pernikahan antara suami dan 

istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihannya yaitu nabi dan 

rasul. Oleh karena itu, segala sesuatu tentang pernikahan harus mempunyai 

bukti otentik yaitu dengan mencatatkan pernikahan kepada pejabat resmi 

pemerintahan. untuk masa sekarang ini perkawinan tidak hanya memenuhi 

syarat dan rukun nikah, mengumumkan pernikahan ( I’lan) akan tetapi, posisi 

akta nikah menduduki posisi yang teratas.27

Hal senada juga dijelaskan oleh hakim Wahyudi, beliau mengatakan 

bahwa dasar istinbat hukum yang digunakan adalah hadis-hadis yang 

menjelaskan tentang anjuran mengumumkan perkawinan salah satunya ialah 

yang berbunyi:  

 28اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربواعليه بالد فوف

Pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang luhur, sakral, bermakna 

ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasul dan dilaksanakan atas dasar 

keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang 

harus diindahkan. Oleh karena itu, demi terjaganya suatu hubungan yang 

kokoh agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari 

seperti: status perkawinan tidak jelas, waris, kesan negatif tetangga dan lain-

                                                 
27 Wawancara dengan bapak  Jeje,  Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tanggal 27 Mei 2008  
 
28 Abū ‘Isā Muhammad Ibn Surāh al-jāmi’ as-Sahīh, Sunān Tīrmīzī,  (Beirut: Dār al- Fikr, 

tt), II:347, hadis dirawikan oleh ‘Āisyah  
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lain. Maka kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan harus 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam hukum Islam 

maupun hukum positif. Pencatatan pernikahan pada masa sekarang ini bisa 

dikatan wajib karena sebagai bukti dilangsungkannya pernikahan (bukti 

otentik) dengan tujuan agar terwujudnya ketertiban perkawinan dan 

mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa ar-rahmah sesuai yang 

diinginkan.29

Sedangkan menurut hakim A. Zuhdi Muhdlor beliau mengatakan 

bahwa dasar istinbat yang digunakan dalam masalah pernikahan sirri antara 

lain:  

1) Ar-Rūm (30 ) 21: 

جعل بينكم مودة زواجا لتسكنوا إليها وومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أ

30يات لقوم يتفكرونورحمة إن في ذلك لأ

2) An-Nisā (4  )59: 

31لأمرمنكمأطيعوااالله واطعيواالرسول وأولي ايأ يهاالذين أمنوا

                                                 
29 Wawancara dengan  Wahyudi,  Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 21 

Juni 2008 
 
30 Ar-Rūm (30): (21) 
 
31 An-Nisā (4) : (59 ) 
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3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) 

yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang 

yang berlaku” 

4) Asas kemaslahatan 

5) Kompilasi Hukum Islam (KHI): 

 Pasal 5 ayat (1), (2) yang berbunyi:  

1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat”.  

2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang 

No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954.  

 Pasal 6 ayat (1), (2) yang berbunyi: 

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai 

pencatat nikah. 

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat 

nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 Pasal 7 ayat (1) 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat 

oleh pegawai pencatat nikah” 

Asumsi beliau bahwa didalam istinbat tersebut telah mengakomodir 

ketentuan hukum Islam dan hukum Positif untuk masalah nikah sirri, baik 

dalam hal tujuan perkawinan,  adanya syarat rukun perkawinan, status 
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perkawinan ataupun dalam hal pencatatan yang tertuang dalam undang-

undang nomor 1 tahun 1974 atau dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan 

perkawinan harus mengacu terhadap ketentuan hukum Islam maupun hukum 

positif karena kedua elemen tersebut sangat berperan dalam segala hal 

didalam perkawinan. Dalam Negara (ulil amri) mempunyai kewenangan untuk 

membuat regulasi bagi warga negaranya demi menciptakan ketertiban dan 

kemaslahatan warga negaranya.32   

Menurut hakim Wan Ahmad beliau menambahkan bahwa istinbat 

hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkawinan sirri adalah 

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 serta PP. No 9 tahun 1975  

yang berbunyi:  

1) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah 

sebagaimana dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 pencatatan 

nikah, talak, rujuk.     

2) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 

oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 

dimaksud dalam berbagai undang-undang mengenai pencatatan 

perkawinan.  

Sebagai warga Indonesia ketentuan perkawinan yang sah harus 

menganut terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang 
                                                 

32 Wawancara dengan A. Zuhdi Muhdlor,  Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 
tanggal 23 Juni 2008 
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berlaku umum bagi setiap warga Indonesia. Hal tersebut dijadikan landasan 

agar hubungan perkawinan yang kokoh bisa terlaksana sesuai apa yang 

didambakan, agar terjamin suatu ketertiban dalam perkawinan dan agar tidak 

ada penyelewengan dalam perkawinan yang sekiranya membawa dampak 

buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan undang-

undang perkawinan sebagai aturan hukum yang harus ditaati agar terjamin 

ketertiban bagi warga Negara.33 Hakim Dedi Supriyadi juga menambahkan 

bahwa dasar istinbat hukum yang digunakan adalah mengacu kepada undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat (2) yang 

berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-

perundang yang berlaku” dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) 

yang berbunyi: “Perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum”. Dengan alasannya bahwa: menurut Ijma’ para 

ulama bahwa bagi siapapun saja yang melakukan perkawinan diluar 

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Karena, ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia harus mengacu 

terhadap undang-undang perkawinan (UU No 1 tahun 1974) yang berlaku 

umum, mengikat dan meniadakan perbedaan pendapat. 

Sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu: 

 كم إلزام وير فع الخلا فا حكم الح

                                                 
33 Wawancara dengan  Wan Ahmad, Hakim Pengadilan Agama  Kota Yogyakarta, 

tanggal 25 Juni 2008. 
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Pada dasarnya tujuan diadakannya pencatatan nikah adalah agar 

terjamin ketertiban dalam perkawinan, adanya jaminan hukum, demi asas 

kemaslahatan umat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar jangan 

sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.34

 

 

 

                                                 
34 Wawancara dengan Dedi Supriyadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tanggal 20 Juni, 2008 



BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

YOGYAKARTA TENTANG STATUS HUKUM PERKAWINAN SIRRI 

DAN ISTINBATNYA 

 

A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim-Hakim 
 

Perkawinan merupakan pertemuan dua kepribadian yang berbeda dan 

merupakan sunatullah atas penciptaan manusia sebagai makhluk hidup yang 

berpasang-pasangan.1 Keluarga itu sendiri merupakan unit terkecil dalam 

masyarakat dimana keluarga dan masyarakat, keduanya saling berkaitan erat. 

Jika keluarga yang terbentuk berpredikat baik, maka pada gilirannya akan 

membawa kepada terciptanya masyarakat yang baik pula. Sebaliknya, jika 

keluarga yang terbentuk menyandang predikat broken home, maka 

masyarakat akan terpengaruh, sehingga ketertiban dan ketentraman 

masyarakat menjadi jauh dari harapan. 

Untuk menciptakan suasana keluarga yang sejahtera, tentram dan 

damai diperlukan permulaaan yang baik dan matang, yang tidak mengandung 

keraguan dan kekhawatiran sejak dari pra perkawinan sampai kepada 

terjadinya perkawinan. Salah satu faktor yang menunjang bagi terwujudnya 

keluarga yang sejahtera dan tentram adalah adanya jaminan perlindungan 

hukum terhadap istri, anak (keturunan) dan harta kekayaan. Selain itu, 

                                                 
1 An-Najm 53:54,  Az-Zāriyat 51:49  
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dibutuhkan pula keyakinan masyarakat akan eksistensi keluarga yang 

bersangkutan, sehingga kecurigaan masyarakat tidak terwujud. 

Seiring dengan perkembangan masyarakat, modernisasi ternyata tidak 

mampu mengubur potensi tindak pengabaian jaminan hukum terhadap hak-

hak kaum wanita dengan berlindung dibalik topeng agama. Apalagi implikasi 

kemudian menjadi luas, tidak hanya menyangkut jaminan atas pemenuhan 

hak-hak wanita, akan tetapi menjadi lebih kompleks meliputi status anak dan 

harta kekayaan yang apabila dibiarkan, maka tentu saja hal ini dapat 

menimbulkan keresahan masyarakat. Arus modernisasi rupannya juga 

melanda dan melahirkan pola-pola perkawinan modern2 dengan bukti 

munculnya nikah sirri. 

Pada bab sebelumnya, bahwa nikah sirri merupakan suatu bentuk 

perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang 

dipandang sebagai tindakan melanggar hukum, baik terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun terhadap Kompilasi Hukum Islam. 

Sedangkan perkawinan sirri menurut pandangan hakim-hakim 

pengadilan agama kotamadya Yogyakarta bahwa perkawinan tersebut hanya 

sah menurut hukum agama karena menenuhi syarat rukun perkawinanan akan 

tetapi, dipandang sebagai pelanggaran hukum prosedural dan hukum 

administrasi tetapi tidak melanggar hukum substansial (hukum materiil). 

Status hukum nikah sirri adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat 

                                                 
2 Wannimaq Habsul, Perkawianan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan, (Jakarta:     

PT Golden Trayon Press, 1994), hlm. 18 
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hukum dan perlindungan hukum.3 Memang ada sebuah Yurisprudensi 

Mahkamah Agung yang mengakui bahwa perkawinan sirri sebagai 

perkawinan yang sah, tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak 

banyak diikuti.4  

Hukum nikah sirri terdapat pro dan kontra. Sebagian memperbolehkan 

sebagian tidak memperbolehkan, bagi yang memperbolehkan berpendapat, 

bahwa pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat dan rukun nikah. Bagi 

yang berpendapat tidak boleh mereka beralasan bahwa tidak perlu 

dipertentangkan antara syarat dan rukun nikah menurut agama dan negara, 

karena negara (ulil amri) mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi 

bagi warga Negaranya demi menciptakan ketertiban dan kemaslahatan 

warga.5

Dalam pandangan Islam, merujuk pada sejarah perkembangannya, 

perkawinan sirri pada awalnya merupakan perkawinan yang dilarang Islam 

karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berupa saksi. 

Ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Safi’I sepakat kalau 

perkawinan tersebut harus difasakh karena yang menjadi sahnya perkawinan 

adalah syarat dan rukun perkawinan.6 Namun dalam perkembangannya 

                                                 
3 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat 2 
 
4 Wawancara dengan A. Zuhdi Muhdlor, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 

21 Juni, 2008 
  
 
`5 Wawancara dengan A. Zuhdi Muhdlor, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 

21 Juni, 2008 
 
 
6 Abū Abdillāh Mālik bin an-Nās, Al-Muwatha’ jilid II, (tt: Dār al-Fikr), hlm. 439  

 



 58

dimasyarakat Islam, perkawinan sirri merupakan perkawinan yang memenuhi 

syarat dan rukun nikah sehingga masyarakat memandang nikah tersebut sah 

menurut agama. Kemudian kawin sirri berkembang lagi ketika dikaitkan 

dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah sehingga perkawinan 

bermakna perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. 

Disamping adanya saksi juga dianjurkan agar diadakan walimah 

pernikahan (resepsi pernikahan) sebagai ungkapan kegembiraan sekaligus 

sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa suami istri tersebut telah 

sah.7 Di dalam Islam pengumuman menduduki posisi yang sangat penting 

dalam pernikahan, sebab adanya I’lan selain berfungsi suntuk menjaga 

pernikahan dari timbulnya fitnah, juga sebagai kontrol sosial terhadap 

hubungan perkawinan yang telah dilaksanakan dalam masyarkat agar terjadi 

ketertiban.8 Jika pada zaman nabi, I’lan perkawinan dilakukan dengan 

menabuh rebana, maka untuk sekarang media untuk mengumumkan telah 

terjadinya perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan, 

karena hakekat pencatatan adalah lebih kuat dan utama dari pada I’lan yang 

dilakukan pada masa itu. Meskipun secara rinci tidak dijelaskan dalam al-

Qur’ān tentang pencatatan perkawinan, namun ternyata terdapat hadīs yang 

mengisyaratkan adanya pencatatan yang berbunyi: 

                                                                                                                                      
 
 
7 Mahmud as-Sabagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 66 
 
8 M. Thalib, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam, (ttp: Irsyad Baitus Salam, 1995) 
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9 عليه با لد فو فمساجد واضربوااعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى ال

Hukum Islam di Indonesia mengharuskan diadakannya pencatatan 

perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan  nomor 1 tahun 

1974 pasal (2) ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang 

mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat memberikan jawaban akan 

permasalahan diatas meski pencatatan nikah ini tidak berkaitan dengan sah 

tidaknya perkawinan. Karena undang-undang telah menyerahkan kepada 

masing-masing agama. Namun, kemaslahatan yang diberikan olehnya cukup 

berarti dan dianggap sebagai kemaslahatan yang sesuai dengan maksud 

syara’.10     

Di pertegas lagi, dalam Kompilasi Hukum Islam pada: 

Pasal 5 ayat (1), (2) yang berbunyi:  

(1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat”.  

(2) “ pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 
1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954.11  
 

 
 
 
 

                                                 
9 Abū ‘Isā Muhammad Ibn Surāh al-jāmi’ as-Sahīh, Sunān Tīrmīzī, jilid III: (Ttp: Dār al- 

Fikr, tt), III:398, hadist dirawikan oleh ‘Āisyah  
  
 
10 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1), (2)  

 
 

11 Kompilasi Hukum Islam, pasal 5, 6 dan 7.  
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Pasal 6 ayat (1), (2) yang berbunyi: 
 

(1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat 
nikah”. 

(2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum”.  

 
Pasal 7 ayat 1 

  
 “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 
 pegawai pencatat nikah” 
 

Kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan pencatatan nikah 

tersebut merupakan bagian Siyāsah Syar’iyyah yaitu segala kebijakan yang 

diambil oleh penguasa yang diyakini mampu membawa rakyatnya kepada 

kehidupan yang lebih mengandung maslahat kendati tidak turun wahyu yang 

mengaturnya. Dalam hal ini berlaku kaidah: 

 12 ط با لمصلحةو الرا عية منطا لتصر ف الاء ما م علي

Dari sini dapat juga dimengerti bahwa perbuatan atau tindakan 

melakukan praktek nikah sirri bertentangan dengan kehendak mayoritas 

masyarakat Indonesia yang menghendaki kepastian hukum. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa substansi nikah sirri adalah merahasiakan perkawinan 

dari mata hukum, masyarakat hukum dan pemerintah, yang berupa tidak 

dilakukannya pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA). 

Dengan tidak didaftarkan untuk dicatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA), perkawinan yang telah dilangsungkan tidak akan memiliki bukti 

otentik yang berupa akte nikah. Akibatnya, tidak ada jaminan perlindungan 

                                                 
12 al-Imām jalāluddin as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazā’ir fi al-Furu’ (Beirut: Dār al-Fikr, 

1995), hlm. 84  
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hukum terhadap istri,anak, dan harta kekayaan. Selaian itu, dampak sosiologis 

juga muncul seiring dengan lebih dipercayainya secarik kertas dibanding 

ucapan. Nampaknya di era industri dan globalisasi ini, nilai-nilai kejujuran 

tidak saja cukup, melainkan harus dikuatkan dengan bukti-bukti otentik, 

terutama yang berkaitan dengan bukti telah diadakannya muamalah 

(perkawinan).13  

Dalam al-Qur’ān sebenarnya sudah menyinggung tentang pentingnya 

alat bukti yang apabila dikaji secara substansial, sebenarnya ayat tersebut 

menganjurkan untuk mencatat segala bentuk perjanjian yang telah dilakukan 

dengan orang lain karena sifat manusia yang suka lupa. 

Sebagaimana firman Allah tentang masalah hutang piutang dengan 

orang lain . Allah berfirman :      

ه أجل مسمي فا آتبو إليینتم بد ینین أمنوا إذا تدا  یها الذ یأ 14        

Dalam masalah hutang piutang saja allah secara implisit juga 

menganjurkan agar pelaksanaan pernikahan untuk mencatat karena hutang 

piutang saja Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mencatat apalagi 

pernikahan yang sudah jelas merupakan perjanjian yang sangat kuat.15  

Tujuan diadakannya pencatatan adalah untuk mewujudkan ketertiban  

perkawinan dalam masyarakat sebagai suatu upaya untuk melindungi martabat 

kesucian perkawinan, terutama melindungi perempuan dalam kehidupan rumah 

                                                 
13 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, hlm 107   
 
14 Al-Baqarah (2) : (282) 
 
15 Khoiruddin Nasution, Hukum perkawinan I tentang Relasi Suami istri,  hlm. 21 
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tangga (keluarga). Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta 

nikah, yang masing-masing mendapatkan salinannya, apabila terjadi 

perselisihan dan percekcokan diantara mereka  atau salah satu pihak tidak 

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing16

Walaupun banyak pakar hukum menyatakan bahwa adanya pencatatan 

perkawinan hanyalah bersifat administrasi belaka17 dan bukan unsur konstrutif 

yang menimbulkan keabsahan dalam perkawinan18 namun mereka mengakui 

bahwa pencatatan perkawinan tersebut sangatlah penting dan perlu untuk 

kemaslahatan suami, istri dan anaknya.   

Jadi pencatatan perkawinan sangat berguna sekali untuk menjaga 

maksud syari’ merealisasikan maslahah yang bersifat daruriyah yaitu menjaga 

perkawinan dan status perkawinan.  

Pertimbangan untuk melakukan perkawinan sirri harus dilihat dari 

dampak yang ditimbulkan, baik bagi suami, istri ataupun anaknya dan tujuan 

dari  perkawinan, yaitu yang dilandasi sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sesuai 

dengan firman Allah  yang berbunyi: 

                                                 
16 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, hlm 108 
   
17 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,  hlm. 65 
 
18 Cik Hasan Bisri, Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Logos 

1998), Hlm. 25 
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جعل بينكم مودة زواجا لتسكنوا إليها وومن أیاته أن خلق لكم من أنفسكم أ 

نیتفكرو یات لقومورحمة إن في ذلك لأ 19

Dengan melihat dan mempertimbangkan dampaknya, menurut hemat 

penyusun sepakat kepada pandangan hakim-hakim pengadilan agama 

kotamadya yogyakarta bahwa nikah sirri sah secara agama  apabila  akad 

pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, perbuatan 

atau tindakan melangsungkan pernikahan sirri dikategorikan sebagai perbuatan 

yang mengarah ke arah dosa dan maksiat, dikarenakan selain merupakan wujud 

ketidaktaatan kepada ulil amri juga berdampak kepada pengabaian hak-hak 

istri dan status anak,    dengan menempatkan aspek kehormatan, keturunan dan 

harta.   

Pemilahan penyusun kepada hukum dosa dan maksiat terhadap 

perbuatan  (nikah sirri) dan sah terhadap akad nikah yang dilangsungkan 

tersebut kiranya dapat dipandang logis dan rasional sehingga dapat diterima 

oleh semua pihak.     

 

B. Analisis Terhadap Istinbāt Hukum  

Pada bab sebelumnya bahwa dasar istinbat hukum yang digunakan 

oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu terhadap Al-

Qur’ān, Sunnah,dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi  

                                                 
19 Ar-Rūm (30): (21) 
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Hukum Islam. Kesemua dasar tersebut yang dijadikan hakim-hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjawab persoalan mengenai status 

hukum nikah sirri.  

Hukum Islam sesuai dengan fungsinya mewujudkan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat, mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang 

dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini, karena semangat dan 

prinsip-prinsip umum hukum Islam20 akan selalu relevan di sepanjang zaman. 

Prinsip-prinsip ini ditunjang dua hal: pertama, kesempatan hukum Islam 

untuk selalu selaras dengan kondisi zaman. Kedua, faktor-faktor pokoknya 

atas dasar kaidah yang rasioanl, bersifat realistis dan sesuai dengan fitrah. 

Keseimbangan hak dan kewajiban dan menolak kerusakan di tengah-tengah 

kehidupan.21

Hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh 

untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan 

yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqāsid. Dalam hal ini, hukum  

Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dikenal ijtihad atau disebut 

pada tingkat lebih teknis disebut istinbāt al-ahkām.22  

Menurut hakim Wahyudi beliau mengatakan bahwa dasar istinbat 

hukum yang digunakan terhadap status nikah sirri mengacu terhadap sebuah 

                                                 
20 Prinsip-prinsip hukum Islam ada lima. Pertama, meniadakan kepicikan dan tidak 

memberatkan (‘adam al-harj). Kedua, menyedikitkan beban (taqlīl at-takālif). Ketiga, ditetapkan 
secara bertahap. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia; dan kelima, mewujudkan 
keadilan yang merata. Lihat Fatturahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999), hlm. 66-67 

 
21 Yūsuf al-Qadāwī, keluwesan dan keluasan syari’ah dalam menghadapi zaman, alih 

bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1999), hlm. 76 
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hadis nabi yang berisi tentang anjuran untuk mengumumkan sebuah 

pernikahan (I’lan).  Karena pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral, 

bermakna ibadah oleh karena itu mengumumkan pernikahan diharuskan 

walaupun hanya dengan menabuh rebana agar tidak ada kerahasiaan dalam 

perkawinan ataupun kesan negatif tetangga.23  hadis tersebut berbunyi: 

  فوفاعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربواعليه بالد 24          

Nilai normatif yang bisa diambil dari nash di atas adalah perlu ada alat 

bukti untuk menjamin hak para pihak; suami, istri dan anak-anak kelak. 

Pencatatan perkawinan mempunyai ‘illat yang sama dengan suruhan agar 

perkawinan diumumkan (walimah), yakni perlu alat bukti untuk menjamin 

hak para pihak; suami, istri  dan anak-anak kelak oleh karena itu hukum 

pencatatan perkawinan dapat disamakan dengan hukum mengadakan 

walimah.25   

Pendapat di atas tersebut diperkuat oleh hakim jeje yang menganggap 

bahwa status pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum beliau 

menggunakan Qiyās sebagai dasar istinbat yang digunakan, 

(menganalogikan)  pada firman Allah yang berbunyi:   

   فا آتبو ه إلى أجل مسمىین أمنوا إذا تدا ینتم بد ین یها الذ یأ 26 

                                                 
23 Wawancara dengan Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 21 

Juni 2008 
 
24 Abū ‘Isā Muhammad Ibn Surāh al-jāmi’ as-Sahīh, Sunān Tīrmīzī, jilid III: (Ttp: Dār al- 

Fikr, tt), III:398, hadist dirawikan oleh ‘Āisyah 
 
25 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Indonesia, cet. 

ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007) 
   

26 Al-Baqarāh (2) : (282) 
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Al-Qur’ān menjelaskan tentang status perkawinan atau transaksi 

(‘aqd) yang diikat dengan apa yang dimaksud ijab dan qabul, dalam kaitan ini 

bahwa hubungan suami istri adalah sebagai hubungan atau ikatan yang 

melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut 

transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi transaksi-transaksi yang lain27. 

Oleh karena itu, mengapa pencatatan pernikahan diharuskan. Karena dalam 

masalah hutang piutang saja dicatatkan, apalagi pernikahan yang sudah jelas-

jelas dianggap sebagai perjanjian yang kokoh oleh karena itu pencatatan 

perkawinan sangatlah penting guna mendapatkan bukti otentik yang berupa 

akta nikah.28  Disamping itu pencatatan perkawinan juga sebagai upaya untuk 

menjaga eksistensi keturunan yang termasuk dalam satu dari pokok perkara 

yang harus dijaga dalam maslah daruriyyah.29  

Menurut pendapat hakim Wan Ahmad dan Dedi Supriyadi mereka 

menggunakan istinbat hukum  mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974  yang berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan 

perundang-perundang yang berlaku”30 dan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang berbunyi: “Perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat 

nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.31 Ketentuan pernikahan bagi 

                                                                                                                                      
 
27 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, hlm.21 
 
28 Wawancara dengan bapak  Jeje,  Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tanggal 27 Mei 2008 
 
29 Wahbah az-Zuhailī, Usūl al-Fiqh al-Islāmi, (Ttp: Dār al-fikr), II : 755 
 
30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 
 
31 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat 2 
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warga Indonesia harus mengacu terhadap undang-undang perkawinan (UU 

No 1 Tahun 1974) yang merupakan hukum negara yang bersifat umum 

mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.  

Sedangkan menurut pendapat hakim A. Zuhdi Muhdlor mengatakan 

bahwa  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan disebut sebagai 

fiqh Indonesia, karena telah mengakomodir ketentuan agama (terutama Islam) 

dan kewenangan Negara. Bahkan ketentuan undang-undang perkawinan 

merupakan keputusan terbaik dibidang perkawinan waktu itu setelah terjadi 

perdebatan hebat dikalangan masyarakat Indonesia, terutama penentangan 

umat Islam terhadap konsep undang-undang perkawinan yang diajukan 

pemerintah. Konsep yang kemudian menjadi undang-undang perkawinan sat 

ini (UU Nomor 1 Tahun 1974), Namun demikian, sebagai sebagai fiqh 

(pemahaman) tidak tertutup kemungkinan adanya pembaharuan32 Masalah 

perkawinan sirri sangat erat kaitannya dengan nash yang berhubungan dengan 

masalah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri (pemerintah) sesuai dengan 

firman allah yang berbunyi: 

میأ یهاالذین أمنواأطيعوااالله واطعيواالرسول وأولي ألأمرمنك 33  
Meskipun perkawinan sirri sah menurut agama tetapi hal tersebut 

bertentangan dengan firman Allah tersebut, maka orang yang melakukan 

perkawinan sirri berarti tidak taat kepada pemerintah yang telah menetapkan 

                                                 
32 Wawancara dengan  A. Zuhdi Muhdlor, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 

tanggal 23 Juni 2008 
 
33 An-Nisā (4) : (59 ) 
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untuk mencatat perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang dalam 

hal ini yaitu KUA. 

Pencatatan dalam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban  

perkawinan dalam masyarakat sebagai suatu upaya untuk melindungi 

martabat dan kesucian perkawinan terutama melindungi perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga (keluarga) yang dibuktikan dengan akta nikah 34 

dalam maslahah mursalah pencatatan perkawinan adalah satu upaya dalam 

merealisasikan salah satu dari tiga maslahat yanga ada dalam diri manusia 

yaitu daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah hal itu dalam pola termasuka 

dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka “jalbi al-Manfaah wa daf’u 

al-maddarah35 secara lebih kongkrit, pengabaian terhadap perlindungan 

ketiga aspek tersebut dalam kasus nikah sirri  telah mengakibatkan lemah dan 

tidak jelasnya kedudukan istri dimata hukum dan masyarakat hukum, 

sehingga jika terjadi perceraian, suami ingkar janji atau suami meninggal 

dunia yang bersangkutan harus menaggung beban predikat “perawan bukan 

janda juga bukan”.  Oleh karena itu, pertimbangan untuk melakukan 

perkawinan sirri harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan, baik bagi suami 

ataupun istri maupun bagi anak-anaknya. Maka untuk menghindari 

perkawinan sirri berarti juga menghindari kemafsadahan atau kerusakan. 

Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:    

                                                 
34 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, hlm 108 
   
35  Hasybi as-Siddiqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.329 
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المصا لح  م على جلبمقد درءالمفا سد 36

Dalam kaidah fiqh tersebut dinyatakan bahwa pertimbangan atau 

menghindari sebuah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari sebuah 

kebaikan. Dalam kontek nikah sirri, pertimbangan menghindari perkawinan 

sirri harus didahulukan dari pada melakukannya karena dengan pencatatn 

perkawinan nantinya masing-masing suami atau istri memiliki salinan akte 

nikah. 

                                                 
36 Al-Imam Jalaluddin ‘Abdurahman bin Abi Bakar as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair 

‘Ala Syarh al-Farāid al-Bahiyyah Nazaimil qawā’id al-Fiqhiyyati al-‘Alāmah as-Sayyid Abi Bakar 
al- Yamami Asy-Syafi’i, (ttp: Maktabah an-Nur, tt), hlm. 62  

 

 



BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 
 
1. Bahwa menurut pendapat Hakim-Hakim Pengadilan Agama Kotamadya 

Yogyakarta status hukum perkawainan sirri dianggap sah menurut hukum 

agama apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan.  Namun ada salah 

satu dari hakim yang mengatakan berdosa karena ada pihak yang 

dirugikan (istri dan anak). Sedangkan dari segi hukum positif pernikahan 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum dan 

perlindungan hukum karena tidak terdapat bukti otentik yang berupa akte 

nikah. 

2. Bahwa dasar Istinbat hukum yang digunakan Hakim-Hakim Pengadilan 

Agama Kotamadya Yogyakarta mengacu terhadap al-Qur’ān, Hadīs  

sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta 

Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya pencatatan 

perkawinan. dengan tujuan agar kesucian perkawinan dapat terlindungi 

dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta 

agar lembaga perkawinan mempunyai tempat yang tinggi dalam 

masyarakat Islam. 

 

B. Saran-saran 

1. Penelitian ini hanya sekelumit dari sekian banyak penelitian tentang    

pernikahan sirri yang tentunya belumlah berarti apa-apa dalam kajian 

70 
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keislaman yang begitu marak. Namun penyusun berharap agar skripsi ini 

dapat dijadikan referensi sampingan bagi para peneliti yang ingin 

membahas ini. 

2. Dikarenakan dampak yang timbul akibat nikah sirri itu cenderung kearah 

yang negatif. Oleh karena itu, hemat penyusun dalam situasi dan kondisi  

masyarkat dewasa ini  praktek nikah sirri perlu dilarang  yaitu dengan 

mengharamkannya. Pelarangan ini hanya sebatas pada perbuatan atau 

tindakannya, sedangkan akad nikah yang telah dilaksanakan selama 

memenuhi syarat rukun perkawinan hukumnya tetap sah.    

3. Dari uraian yang sangat sederhana ini penyusun berharap agar penelitian 

ini menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih 

akurat dan valid guna melengkapi kajian ini agar lebih bisa diterima oleh 

para pecinta hukum Islam.  

4. Hendaknya Hakim, Dosen, Mahasiswa, tokoh masyarakat, public figure 

dan para kiai dapat menjadi ujung tombak dalam rangka mensosialisasikan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan 

perkawinan, terutama pada kaum perempuan dan masyarakat awam 

tentang hukum. 

5. Karena terbatasnya kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha 

semaksimal mungkin, tentunya penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan kritik dan saran yang 

konstrutif.      
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LAMPIRAN 1 

TERJEMAHAN 

No Hlm FN Terjemahan 

BAB I 

1 1 1 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta 
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup 
didunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik 
(surga).     

2 3 5 
Umumkanlah pernikahan ini, laksana pernikahan dimasjid-
masjid, dan pukullah/bunyikan rebana-rebana untuk 
menyambutnya.  

3 10 22 

Dan diantara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tentram  kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan saying 

4 10 23 
Dan jangan lah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.  

  27 Menolak mafsadah itu lebih utama dari pada menarik 
maslahah 

BAB I1 

5  3 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. 

6  4 
Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga 
dia kawin dengan suami yang lain.   

7  5 Nikah merupakan suatu akad mengenai hubungan seksual 
dengan perkataan nikāh atau tazwīj atau semakna keduanya. 

8  6 Nikah adalah suatu akad dengan perkataan nikāh atau tazwīj 
untuk mendapatkan kemanfaatan dan hubungan seksual. 

9  9 
Dan diantara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tentram   

10  23 

Adapun nikah sirri adalah bentuk pernikahan kuno yang 
diprediksikan oleh para fuqaha’ yang telah dijelaskan 
maknanya dan telah dibicarakan hukumnya. Mereka sepakat 
bahwa diantara pernikahan sirri tersebut adalah pernikahan 
yang dilaksanakan oleh dua pihak tanpa dihadiri oleh para 
saksi, tanpa di I’lankan dan tanpa dicatatkan catatan 



resmi.dan kedua suami istri tersebut hidup dalam pernikahan 
sirri itu tanpa diketahui oleh seorangpun.    

 
 
 

BAB III 

11 50 4 Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan taatilah 
Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.  

12 50 7 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya 
kamu menuliskannya. 

13  10 
Umumkanlah pernikahan ini, laksana pernikahan dimasjid-
masjid, dan pukullah/bunyikan rebana-rebana untuk 
menyambutnya. 

14  12 

Dan diantara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tentram  kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan sayang 

15  13 Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah Dan ta’atilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. 

    

BAB 1V 

16  9 
Umumkanlah pernikahan ini, laksana pernikahan dimasjid-
masjid, dan pukullah/bunyikan rebana-rebana untuk 
menyambutnya 

17  12 Kebijakan seorang imām terhadap rakyatnya harus 
didasarkan pada maslahah   

18  14 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya 
kamu menuliskannya 

19  19 Menolak mafsadah itu lebih utama dari pada menarik 
maslahah 

20  24 
Umumkanlah pernikahan ini, laksana pernikahan dimasjid-
masjid, dan pukullah/bunyikan rebana-rebana untuk 
menyambutnya 

22  26 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya 
kamu menuliskannya 

  33 Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah Dan ta’atilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. 

  36 Menolak mafsadah itu lebih utama dari pada menarik 
maslahah 

 
 



Lampiran 2 

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA 

 
At-Turmuzi 

 
Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah. Beliau 
dilahirkan di kota kecil di pinggir utara Sungai Audiria, sebelah utara Iran. 
Lahir pada bulan Zulhijjah 200 H/824 M. Karya beliau yang terkenal adalah 
kitab Sunan at-Turmuzi dan kitab Ilal al-Hadis. Beliau wafat di Turmuz pada 
akhir Rajab Tahun 297 H/692 M. 

 
 
Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A. 
 

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Mandailing Natal 
[madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren 
Musthafawiyah Pubabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977- 1982. masuk IAIN 
sunan kalijaga yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. tahun 
1993- 1995 mendapat bea siswa untuk mengambil S2 di mcgil university 
montreal, kanada, dalam Islamic studies. Kemudian mengikuti program pasca 
sarjana IAIN sunan kalijaga tahun 1996, dan mengikuti sandwich Ph.d. 
program tahun 1999-2000 di mcgill university, dan selesai S3 pasca sarjana 
IAIN sunan kalijaga yogyakarta tahun 2001. pada bulan agustus 2003 pergi ke 
kanada (mcgill university montreal) dalam rangka program kerja sama 
penelitian (joint research) bersama dr. ian j. butler, dan bulan oktober 2003 s/d 
januari 2004 menjadi fellow di international institute for asian studies (IIAS) 
leiden university. Adapun di antara karya karyanya adalah: (1) Riba dan 
Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh. (2) Status Wanita 
di Asia Tenggara: Studi terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim 
Kontemporer Indonesia dan Malaysia. (3) Fazlur Rahman: Tentang Wanita, 
Penyunting. (4) Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural, Penyunting/Editor. 
(5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbaningan dan 
Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. 
 
 

KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A. 
 
KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Dilahirkan diyogyakarta, 21 november 1928. ia 
adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada 
tahun 1965, ia memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari universitas 
kairo, mesir. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemahan 
Matan Taqrib, Terjemahan Jawahirul Kalimiyah (‘Aqāid), Ringkasan Ilmu Tafsir, 
Ikhtisar Ilmu Mutalah Hadīs, Ilmu Sharaf dan Soal Jawab an-Nahwu Wadlih.  



Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana pandangan bapak tentang perkawinan sirri? 

2. Apa hukum dari perkawinan sirri tersebut (baik secara hukum positif maupun 

hukum agama) ? 

3. Apa dasar istinbat hukumnya ? 

4. bagaimana status hukum perkawinan sirri ? 

5. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi adanya perkawinan sirri ? 

6. Bagaimana dampak dari perkawinan sirri tersebut ? 

7. bagaimana pendapat bapak bahwa undang-undang disebut fiqh Indonesia ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5 
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